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Abstract 
 

The criminal justice system is always developing along with the dynamics of 

society and the need to achieve better justice. One concept that is gaining 

increasing attention is "restorative justice". This concept emphasizes efforts to 

recover losses resulting from criminal acts by involving perpetrators, victims, and 

the community more actively in the justice process. In 2020, the Prosecutor's 

Office issued Prosecutor's Regulation number 15 of 2020 which aims to 

encourage the application of the concept of restorative justice in handling 

criminal acts. Petty theft, even though it is classified as a "minor" crime, still has 

a significant impact on the victim and society. Therefore, how is the concept of 

restorative justice applied in handling petty theft cases in the jurisdiction of 

Sukabumi City? The author uses normative-empirical research methods to answer 

the implementation of the concept of restorative justice toward perpetrators of 

petty theft at the Sukabumi City District Attorney's Office. The research results of 

the restorative justice approach, as mentioned previously, focus more on creating 

justice and balance for the perpetrator and victim, to achieve a more just and 

balanced resolution of criminal cases for the perpetrator and victim, the 

procedural and criminal justice process which previously focused on punishment 

transformed into a negotiation and mediation process. In this case, the concept of 

restorative justice adheres to a combined concept of due process and crime 

control, because this concept takes into account the principle of presumption of 

innocence (crime control) for the defendant and pays attention to the defendant's 

human rights as a human being as well as the victim's right not to be blamed in 

the eyes of the law, but does not forget to pay attention to efficiency in dealing 

with criminals. This shows that the implementation of the concept of restorative 

justice at the Sukabumi City District Prosecutor's Office has been carried out well 

and by Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 and Attorney General's Decree 

No. 227 of 2021. 
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Abstrak 

Sistem peradilan pidana selalu mengalami perkembangan seiring dengan 

dinamika masyarakat dan kebutuhan untuk mencapai keadilan yang lebih baik. 

Salah satu konsep yang semakin mendapatkan perhatian adalah “restorative 

justice” atau keadilan restoratif. Konsep ini menekankan pada upaya memulihkan 

kerugian akibat tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat 

secara lebih aktif dalam proses peradilan. pada tahun 2020, kejaksaan 

mengeluarkan Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 yang bertujuan untuk 

mendorong penerapan konsep keadilan restoratif dalam penanganan tindak 

pidana. tindakan pencurian ringan, meskipun tergolong dalam tindak pidana yang 

cenderung “ringan” tetap memiliki dampak yang signifikan bagi korban dan 

masyarakat. oleh karena itu, bagaimana penerapan konsep restorative justice dalam 

penanganan kasus pencurian ringan di wilayah hukum Kota Sukabumi? Penulis 

menggunakan metode penelitian normatif-empiris untuk menjawab Implementasi 

Konsep Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pencurian Ringan di 

Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi. Hasil penelitian pendekatan restorative justice, 

seperti yang disebutkan sebelumnya, lebih berfokus pada menciptakan keadilan 

dan keseimbangan bagi pelaku dan korban, untuk mencapai penyelesaian perkara 

pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak pelaku dan korban, proses tata 

acara dan peradilan pidana yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan diubah 

menjadi proses perundingan dan mediasi. Dalam hal ini konsep restorative justice 

menganut konsep gabungan antara due process dan crime control, karena konsep 

ini memperhatikan asas presumption of innocent (crime control) bagi terdakwa 

dan memperhatikan hak asasi terdakwa sebagai manusia juga hak korban agar 

tidak disalahkan di mata hukum, namun tidak lupa memperhatikan efisiensi dalam 

menangani pelaku tindak pidana. Hal tersebut menunjukan bahwa implementasi 

konsep restorative justice di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi telah terlaksana 

dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 dan 

Keputusan Kejaksaan Agung No. 227 Tahun 2021. 

Kata kunci: Restorative justice, Tindak pidana, Jaksa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Sistem hukum merujuk pada aturan-aturan dan lembaga-lembaga 

yang mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat dalam suatu negara 

atau wilayah tertentu. Sistem hukum memainkan peran penting dalam 

mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan pemerintah, serta 

memberikan kerangka kerja hukum yang diperlukan untuk menjaga 

ketertiban sosial dan menyelesaikan perselisihan. 

Pada dasarnya, sistem hukum mencakup prinsip-prinsip, peraturan, 

prosedur, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembuatan, penegakan, 

dan penafsiran hukum. Setiap negara memiliki sistem hukum yang unik, 

yang tercermin dalam perbedaan-perbedaan dalam sejarah, budaya, nilai- 

nilai, dan struktur politik masing-masing negara. Ada beberapa jenis sistem 

hukum yang umum dikenal, yaitu: 

1. Sistem Hukum Umum (Common Law): Sistem hukum 

umum berakar dari tradisi hukum Inggris dan mengandalkan 

pada putusan pengadilan sebelumnya dan preseden hukum 

dalam mengambil keputusan. Sistem ini banyak diterapkan 

di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, 

Australia, dan beberapa negara persemakmuran. 

2. Sistem Hukum Kontinental (Civil Law): Sistem hukum 

kontinental berdasarkan pada kodifikasi hukum tertulis dan 

15 
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memiliki struktur yang lebih terorganisir. Hukum sipil ini 

banyak diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, 

seperti Prancis, Jerman, Spanyol, dan Italia. 

3. Sistem Hukum Agama (Religious Law): Sistem hukum 

agama berdasarkan pada ajaran agama tertentu, seperti Islam 

(Hukum Syariah), Hindu (Hukum Dharmasastra), atau 

Yahudi (Hukum Talmud). Sistem ini digunakan di negara- 

negara yang berdasarkan pada agama yang dominan. 

4. Sistem Hukum Campuran (Mixed Legal Systems): Sistem 

hukum campuran merupakan kombinasi dari dua atau lebih 

sistem hukum yang berbeda. Misalnya, di negara seperti 

India dan Malaysia, ada pengaruh dari sistem hukum umum 

dan hukum agama.1 

Setiap sistem hukum memiliki karakteristiknya sendiri, termasuk 

sumber hukum, proses hukum, interpretasi hukum, dan lembaga-lembaga 

yang terlibat dalam sistem hukum tersebut. Penting untuk dicatat bahwa 

pengertian dan implementasi sistem hukum dapat berbeda di setiap negara, 

dan sistem hukum tersebut terus berkembang seiring waktu untuk 

mencerminkan perubahan sosial, politik, dan budaya. 

Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada hukum nasional yang 

dikenal sebagai Hukum Indonesia atau Hukum Nasional. Sistem hukum 

 

 
 

1 Yulianta Saputra,2023,Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum UIN Sunan 

Kalijaga 
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Indonesia merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum kolonial 

Belanda, dan hukum modern yang diadopsi setelah kemerdekaan. 

Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri sistem hukum di Indonesia: 

 

1. Sistem Hukum Campuran: Sistem hukum Indonesia dapat 

dikategorikan sebagai sistem hukum campuran, yang 

menggabungkan elemen-elemen hukum adat (hukum yang berlaku 

di masyarakat adat), hukum kolonial Belanda (hukum sipil dan 

hukum pidana), dan hukum modern (hukum positif yang diadopsi 

setelah kemerdekaan). Perkembangan hukum di Indonesia juga 

dipengaruhi oleh hukum Islam, terutama dalam bidang keluarga dan 

perdata Islam. 

2. Konstitusi: Konstitusi Indonesia adalah dasar hukum tertinggi di 

negara ini. Konstitusi Indonesia saat ini adalah Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah 

mengalami beberapa amandemen sejak diadopsi. Konstitusi 

mengatur struktur pemerintahan, hak-hak asasi manusia, 

kewenangan lembaga-lembaga negara, serta prinsip-prinsip dasar 

dalam berbagai bidang hukum. 

3. Sistem Hukum Civil Law: Di Indonesia, pengaruh hukum kolonial 

Belanda sangat kuat, dan banyak undang-undang yang masih 

berlaku berasal dari sistem hukum Belanda. Oleh karena itu, sistem 

hukum Indonesia memiliki beberapa ciri dari sistem hukum sipil 
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atau civil law, yang didasarkan pada peraturan tertulis dan hierarki 

norma hukum yang jelas. 

4. Lembaga Hukum: Lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem 

hukum Indonesia meliputi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah 

Agung, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama, dan 

lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan jaksa. 

Selain itu, terdapat pula lembaga legislasi, yaitu Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), yang memiliki peran dalam pembuatan undang- 

undang. 

5. Hukum Adat: Hukum adat memiliki pengaruh kuat di beberapa 

daerah di Indonesia. Meskipun hukum adat bukan merupakan bagian 

dari hukum nasional yang diatur oleh negara, namun dalam 

prakteknya, pemerintah mengakui hukum adat dan berupaya 

mengintegrasikannya dengan hukum nasional melalui kebijakan 

desentralisasi dan otonomi daerah. 

Sistem hukum Indonesia terus mengalami perkembangan dan 

reformasi untuk menjawab tuntutan perkembangan masyarakat dan 

tantangan zaman. Penyusunan undang-undang baru, perbaikan sistem 

peradilan, dan harmonisasi antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum 

agama tetap menjadi perhatian dalam memperkuat sistem hukum di 

Indonesia. 

Berikut ini adalah beberapa pandangan yang umum dikemukakan 

oleh beberapa ahli terkait sistem hukum di Indonesia: 
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1. Prof. Jimly Asshiddiqie seorang ahli konstitusi terkemuka di 

Indonesia, menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia telah 

mengalami kemajuan signifikan sejak reformasi. Namun, ia juga 

mengakui bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti 

korupsi, lambatnya proses peradilan, dan perluasan ruang kebebasan 

berpendapat.2 

2. Prof. Hikmahanto Juwana ahli hukum internasional, mengkritik 

beberapa aspek sistem hukum di Indonesia. Ia menyoroti adanya 

ketidakpastian hukum, lemahnya penegakan hukum, dan korupsi 

sebagai tantangan yang harus diatasi. Juwana berpendapat bahwa 

diperlukan upaya serius untuk memperkuat independensi lembaga 

peradilan dan meningkatkan profesionalisme aparat penegak 

hukum.3 

3. Prof. Yusril Ihza Mahendra seorang ahli konstitusi dan mantan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, memiliki 

pandangan yang lebih optimis terkait sistem hukum di Indonesia. 

Mahendra berpendapat bahwa meskipun masih ada kekurangan dan 

tantangan, sistem hukum di Indonesia telah mengalami 

perkembangan yang positif seiring waktu.4 

 

 

 

 

2 Asshiddiqie, J, Hukum dan Konstitusi Indonesia: Suatu Pengantar, Konstitusi Press, 2007 
3 Juwana, H Indonesian Legal System: A Mixed System of Adat, Islamic, and Civil Law,Oxford 

University Press, 2013. 
4 Lindsey, T, Indonesia's Changing Constitution: Problems, Practices, and Prospects, Cambridge 

University Press, 2018 
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4. Prof. Tim Lindsey seorang ahli hukum Indonesia dan Australia, 

mengamati bahwa sistem hukum Indonesia telah mengalami 

perubahan sejak era reformasi. Lindsey menyebutkan kemajuan 

dalam hal kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Namun, ia 

juga menekankan pentingnya memperkuat independensi dan 

akuntabilitas lembaga peradilan serta mengatasi korupsi dalam 

sistem hukum.5 

Secara umum penegakan hukum adalah kegiatan yang 

menggunakan upaya-upaya hukum untuk menjatuhkan hukuman yang sah 

untuk menjamin dipatuhinya kriteria yang ditentukan, sedangkan menurut 

Satjipto Rahardjo, tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan keinginan 

dengan menegakkan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif.6 Tujuan 

dari penegakan hukum adalah untuk memelihara keamanan, ketertiban, dan 

keadilan di masyarakat serta mendorong terciptanya suatu sistem hukum 

yang efektif dan dapat dipercaya. Penegakan hukum melibatkan berbagai 

macam kegiatan seperti penyelidikan, pengumpulan bukti, penuntutan, dan 

pelaksanaan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Proses penegakan hukum 

biasanya melibatkan berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, dan 

pengadilan. 

Hukum bertindak sebagai pelindung kepentingan rakyat, Oleh 

karena itu hukum harus dilaksanakan secara normal. Gustav Radbruch di 

 
 

5 Mahendra, Y. I,Konstitusi dan Perkembangan Hukum di Indonesia, Pustaka Yustisia, 2015. 
 

6 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar baru, 1983, hlm. 24 
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Sudikno Mertokusumo berkata: “Ada tiga elemen yang selalu penting 

dalam penuntutan pidana, yaitu kepastian hukum (kepastian hukum), 

kesesuaian (kecukupan) dan keadilan (keadilan)".7 

Menurut Marshall “a crime is any act or omission prohibited by law 

for the protection of the public, and punishable by the state in a judicial 

proceeding in its own name”.8 Tindak pidana adalah perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana kepada seseorang yang 

melakukannya.9 Menurut Moeljatno Suatu tindak pidana adalah perbuatan 

yang dilarang oleh hukum, bertujuan untuk melindungi masyarakat, dan 

dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.10 Dalam definisi 

yang telah disebutkan, unsur kesalahan telah terbukti sehingga tindak 

pidana pada hakikatnya adalah hanya ‘perbuatan’. Yang dimaksud dengan 

‘perbuatan’ yaitu perlakuan dan kejadian karena timbulnya oleh kelakuan 

atau kelakuan dan akibatnya . 

Sesuai dengan prinsipnya sifat hukum pidana sebagai hukum publik, 

dengan mempunyai tujuan pokok diadakannya atau penegakan hukum 

pidana ialah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat 

sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya 

atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun suatu 

 

 

 

 

7 Mertokusumo, Sudikno, 1991, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm. 134. 
8 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 89 
9 Roeslan Saleh, Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar 

dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983,hlm. 14 
10 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta,Rineka Cipta, 1993, hlm. 5 
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organisasi11. Bagi seseorang yang melakukan tindak pidana atau disebut 

sebagai pelanggar hukum maka akan diancam dengan sanksi yang telah 

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau disebutnya 

juga hukum materiil. Dalam konteks Indonesia hukuman ini berupa 

pemidanaan kurungan atau penjara. Sebagai pelaksanaan hukum materiil, 

maka dibuat hukum formiil atau Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana. 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu 

dasar hukum untuk menegakkan hukum pidana di Indonesia. KUHP 

membagi 2 jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana pelanggaran (diatur 

dalam buku ketiga) dan tindak pidana kejahatan (diatur dalam buku kedua). 

Jenis tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat salah satunya 

tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana 

yang menyangkut urusan harta benda hal tersebut diatur dalam Bab XXII 

KUHP. 12 Dalam jenisnya tindak pidana di kelompokkan menjadi 5 

kelompok, yaitu : 

1. Pencurian biasa (362 KUHP) 

 

2. Pencurian dengan pemberatan (363 KUHP) 

 

3. Pencurian ringan (364 KUHP) 

 

4. Pencurian dengan kekerasan (365 KUHP) 

 

5. Pencurian dalam keluarga (367 KUHP) 
 

 
 

11 Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, hlm. 16 
12 Ida Bagus Anggapurana Pidada (at. All), Tindak Pidana dalam KUHP, Widya Bhakti Persada, 

Bandung, 2022, hlm. ii 
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Saat ini, masalah penyelesaian tindak pidana menjadi perhatian 

utama di masyarakat. Proses hukum yang panjang dan kompleks sering kali 

tidak memberikan solusi yang memuaskan bagi korban dan pelaku tindak 

pidana. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap 

sistem hukum dan memperparah konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu metode penyelesaian tindak pidana yang lebih efektif dan dapat 

memenuhi kebutuhan korban serta mendorong pemulihan pelaku. Salah satu 

metode yang dikembangkan dalam penyelesaian tindak pidana adalah 

restorative justice. 

Restorative justice adalah prosedur di mana semua pihak yang 

berkepentingan dengan pelanggaran tertentu berkumpul untuk memutuskan 

secara kolaboratif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan 

akibatnya di masa depan13. Konsep ini mengarah pada kesimpulan bahwa 

kepentingan masa depan para pihak diprioritaskan ketika suatu kejahatan 

diselesaikan melalui penggunaan restorative justice. Model hukuman 

restorative, bagaimanapun, diciptakan karena masalah dengan sistem 

peradilan pidana saat ini, klaim kriminolog Adrianus Meliala. Tujuan 

pemidanaan di bawah sistem penjara saat ini meliputi pemenjaraan, 

pembalasan, dan menimbulkan kesengsaraan akibat perbuatan pelaku. 

Sejauh mana narapidana mematuhi aturan penjara berfungsi sebagai 

indikasi hukuman. Dengan demikian, penekanannya adalah pada keamanan 

(security approach). 

 

13 Tony F Marshall, Restorative Justice: An Overview, Home Office, London, 1999, hlm. 5 
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Restorative justice pada dasarnya adalah strategi hukum pidana yang 

menggabungkan banyak cita-cita tradisional. Ini ditentukan oleh dua faktor: 

nilai-nilai yang mendasarinya dan metode yang disediakannya. Hal ini 

berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk mengevaluasi kembali perlunya 

restorative justice. Strategi ini mungkin sudah ada selama hukum pidana 

ada. Sistem yang ada dinilai tidak hanya mengurung korban tetapi juga 

berdampak negatif bagi keluarga korban. Juga, proses hukum ditarik keluar. 

Model restorative, sebaliknya, memprioritaskan resolusi konflik. RUU 

KUHP juga telah mempertimbangkan konsep restorative justice, yaitu 

dengan memperkenalkan jenis sistem peradilan pidana yang berbeda berupa 

pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Sehingga restorative justice 

pada akhirnya memperhatikan kepentingan korban kejahatan, penjahat, dan 

masyarakat. 

Setidaknya ada tiga (tiga) tujuan yang ingin dicapai dengan 

menegakkan hukum pidana dalam masyarakat: membentuk atau mencapai 

cita-cita masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicita-citakan; 

menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur; dan mempertahankan 

sesuatu yang dianggap baik (ideal) dan dianut oleh masyarakat dengan 

menggunakan teknik perumusan norma negatif. Pembenaran yang 

digunakan untuk membenarkan ancaman dan hukuman dalam konteks ini 

meliputi pembalasan, imbalan, dan campuran pembalasan yang 

disampaikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. 

Pembenaran ini berdampak pada maksud di balik penerapan sanksi pidana. 



25 
 

 

 

 

Dengan menerapkan asas restorative penegakkan hukum dapat 

berjalan dengan baik dan mengurangi pertentangan di lingkungan 

masyarakat dan tercapainya tujuan hukum yaitu menghendaki adanya 

keseimbangan, ketertiban, keadilan, ketentraman dan kebahagiaan setiap 

manusia. 14 

Berdasarkan kasus yang terjadi di wilayah kota Sukabumi dengan 

nomor registrasi perkara PRINT-1369/M.2.13/Eoh.2/10/2022 terdakwa atas 

nama Ridwan Hermawan pelaku pencurian dengan barang bukti 1 (satu) 

unit handphone (HP) merek Samsung Galaxy A03, warna hitam dengan 

harga kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dengan terpaksa 

mencuri untuk pengobatan istrinya yang saat itu mengalami pendarahan. 

Dalam kasus ini terdakwa diancam dengan pasal 362 KUHP dengan 

ancaman pidana kurungan penjara maksimal 5 (lima) tahun. Kejaksaan 

Negeri Kota Sukabumi menghentikan kasus tersebut memberikan 

pembebasan kepada terdakwa melalui restorative justice atas beberapa 

dasar pertimbangan Jaksa. 15 

Banyak masyarakat yang belum paham bagaimana cara penerapan 

konsep Restorative Justice yang diberikan oleh kejaksaan. Maka dari itu 

penulis akan melakukan penelitian berupa ”Penerapan Konsep Restorative 

 

 

 

 

 

14 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, hlm., 38 
15 Berkas perkara dengan No. PRINT-1369/M.2.13/Eoh.2/10/2022 
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Justice pada tingkat Kejaksaan”. Atas latar belakang tersebut maka terdapat 

2 rumusan masalah. 

 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan 

penelitian serta menuliskan hasil penelitian dalam bentuk skripsi mengenai 

topik : 

“IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP 

PELAKU PENCURIAN RINGAN PASCA PERATURAN 

KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020 (STUDI KASUS No. PRINT- 

1369/M.2.13/Eoh.2/10/2022)” 

 
B. Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan 

diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaturan terkait Restorative Justice? 

 
2. Bagaimana implementasi konsep Restorative Justice terhadap pelaku 

pencurian ringan di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi? 

C. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

 
1. Untuk mengetahui pengaturan terkait Restorative Justice. 

 
2. Untuk mengetahui implementasi konsep Restorative Justice terhadap 

pelaku pencurian ringan di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi. 

D. Kegunaan Penelitian 
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Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah diharapkan temuan 

penelitian ini dapat menyampaikan fakta-fakta yang dapat diverifikasi 

dengan cara yang berguna baik secara akademis (teoritis) maupun praktis 

menggambarkan tantangan hukum saat ini. 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

 

1. Kegunaan Akademis (teoritis) 

 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar 

untuk penelitian dimasa yang akan datang untuk menjadikan 

perbandingan teori terkait konsep restorative justice dalam 

menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan di Indonesia. 

Memberikan rekomendasi dan saran bagi pihak-pihak yang 

terkait dalam menangani tindak pidana pencurian ringan. 

Hasil penelitian ini dapat membantu pihak-pihak terkait 

dalam mengoptimalkan upaya penanggulangan tindak 

pidana. 

b. Dengan hasil penelitian yang baik juga diperlukan untuk 

kemajuan ilmu hukum. Mungkin tidak berlebihan jika 

menurut penulis temuan penelitian ini akan membantu 

memajukan ilmu hukum, khususnya penegakkan hukum 

pidana, baik secara substantif maupun formal. 

c. Setelah diuji dan dipertanggungjawabkan diharapkan hasil 

penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk 
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melengkapi literatur yang memiliki kualifikasi tinggi di 

Perpustakaan Universitas Nusa Putra pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

 

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

tentang konsep Restorative Justice dan potensi 

penggunaannya dalam menangani tindak pidana ringan. Hal 

ini dapat membuka peluang bagi pengembangan konsep 

Restorative Justice dalam penggunaannya dalam 

penanganan tindak pidana ringan lainnya. Hasil penelitian 

ini dapat menjadi acuan bagi lembaga penegak hukum dan 

masyarakat dalam memilih alternatif penanganan kasus 

tindak pidana ringan. 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Hukum bertujuan bukan hanya sebatas keadilan, akan tetapi 

bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dampak dari tujuan 

hukum ini dapat dilihat dari seberapa besar kesejahteraan manusia. Tujuan 

hukum seperti ini memberi landasan etis untuk aliran berpikir 

utilitarianisme. 

1. Teori Utilitarianisme 

 

Bentham menjelaskan tujuan hukum yaitu hukum dapat 

memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, 

barulah kepada orang banyak. “the greatest happiness of the greatest 

number” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya berdasarkan 
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sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara 

kuantitatif, karena kualitas kesenangan setiap orang selalu sama. 

Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka 

perundang-undangan harus mencapai 4 (empat) tujuan: (1) to 

provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup); (2) to provide 

abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) to 

provide security (untuk memberikan perlindungan); (4) to attain 

equity (untuk mencapai persamaan). 

Beberapa pemikiran penting yang muncul dari Bentham juga dapat 

ditunjukkan, sebagai berikut: 

a. Hedonism kuantitatif merupakan paham yang dianut orang- 

orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. 

Kesenangan bersifat jasmaniah berdasarkan penginderaan. 

b. Summum bonum yang bersifat materialistis berarti bahwa 

kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui 

kesenangan spiritual dan menganggapnya sebagai kesenangan 

palsu. 

c. Kalkulus hedonistik yaitu kesenangan dapat diukur atau dinilai 

dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara 

kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat 

memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus 

hedonistik sebagai dasar dari keputusannya. 
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Namun tidak terlepas dari kelebihan pasti mempunyai kekurangan. 

Kekurangan daripada teori yang digagas oleh Bentham, yaitu pemikiran 

yang masuk akal namun abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat 

orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran 

materialism dan idealism, kelompok bangsawan dan kelompok 

golongan rendah, egoism yang menyebabkan Bentham melebih- 

lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan 

meremehkan perlunya menekankan pengajaran kebijaksanaan dan 

fleksibilitas dalam penerapan hukum. Kemudian kekurangan 

selanjutnya yang ada pada teori Bentham adalah kurangnya penjelasan 

mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan 

masyarakat16. Berkaitan dengan konsep pendekatan restorative justice 

merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan kepada kondisi 

terciptanya keadilan dan keseimbangan, bagi pelaku adanya restitusi 

atau ganti rugi terhadap korban, hal tersebut merupakan salah satu 

tujuan hukum yaitu keadilan selain dari kepastian hukum dan 

kemanfaatan17. 

2. Konsep Restorative Justice 

 

Pendekatan ini memprioritaskan pemulihan dan kebutuhan korban, 

daripada hanya menghukum pelaku. Korban diberi kesempatan untuk 

 

 
 

16 Besar, Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia, Binus 

University Business Law. Juni 2016 
17 Mirza Saputra, Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan 

Perundang-undangan di Indonesia, abstrak 
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berbicara tentang bagaimana tindakan tersebut memengaruhi mereka 

dan apa yang mereka butuhkan untuk pulih. 

Metode utama Restorative Justice adalah mengadakan pertemuan 

antara korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya (seperti keluarga atau 

komunitas). Pertemuan ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog terbuka 

dan jujur, di mana semua pihak dapat berbicara dan mendengarkan satu 

sama lain. Dengan harapan Pelaku mengakui tindakannya, mengambil 

tanggung jawab, dan berusaha memperbaiki dampak negatif yang 

diakibatkannya. Ini dapat mencakup permintaan maaf, kompensasi 

kepada korban, atau keterlibatan dalam kegiatan restoratif. 

Prinsip utama Restorative Justice adalah memulihkan kerusakan 

yang diakibatkan oleh tindakan kriminal. Ini dapat berarti 

mengembalikan korban ke posisi sebelum kejahatan terjadi melalui 

kompensasi atau tindakan-tindakan lain yang membantu pemulihan. 

Restorative Justice bukan pengganti hukuman tradisional, tetapi bisa 

menjadi alternatifnya. Pendekatan ini mendorong pelaku untuk 

mengakui kesalahan dan berkontribusi pada upaya perbaikan, yang 

dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna. 

Keadilan restoratif dapat berfungsi sebagai alat pencegahan, dengan 

membantu pelaku menyadari dampak tindakannya dan mengubah 

perilaku mereka. Pendekatan ini juga mengedukasi masyarakat tentang 

konsekuensi tindakan kriminal dan pentingnya pemulihan. Restorative 

Justice didasarkan pada nilai-nilai seperti empati, kolaborasi, dan 
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partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini 

mengajarkan kepentingan memahami sudut pandang orang lain. 

Konsep ini jelas sangat berbeda dengan ide dasar pemberlakuan 

sistem peradilan pidana selama ini. Sistem peradilan pidana dibangun 

atas dasar bahwa negara memiliki hak untuk membentuk dan 

menjalankan ketentuan perundang-undangan tentang hukum pidana 

baik materil maupun formil melalui alat-alat perlengkapan negara. Di 

samping itu, sistem peradilan pidana juga didasari oleh hak negara 

untuk menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah terbukti bersalah 

oleh lembaga pengadilan dan melakukan eksekusi atau pelaksanaan 

putusan pengadilan. 18 

F. Metode Penelitian 

 

A. Metode Penelitian 

Bentuk penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum 

normatif, yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai norma dan 

memasukkan prinsip-prinsip moral dan hukum dalam putusan pengadilan. 

Juga menggunakan berbagai sumber sekunder, termasuk undang-undang, 

peraturan, teori hukum, dan pendapat ahli. 

1. Spesifikasi penelitian 

Tujuan dari penelitian hukum deskriptif analitis ini adalah 

untuk memberikan gambaran umum tentang pokok permasalahan 

melalui pengolahan dan analisis data sehingga nantinya dapat 

diperoleh bahan dan saran bagaimana langkah-langkah untuk 

menghasilkan solusi dari permasalahan tersebut. Disebut analisis 

karena beberapa  rumusan asas hukum dikaji untuk menentukan 

 

18 CSA Teddy Lesmana, Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana 

Indonesia, Pena Persada, Banyumas, 2020, hlm. 64. 
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landasan hukum bagi persoalan yang dihadapi. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menggabungkan prosedur analitis dan 

deskriptif untuk mengidentifikasi secara kritis solusi yang 

diantisipasi untuk masalah yang sedang dipelajari. 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian 

yuridis normatif sesuai dengan judul, topik yang akan diangkat 

dalam penelitian ini, dan menghasilkan hasil yang relevan.19 

Pendekatan penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder 

atau sumber pustaka untuk melakukan penelitian hukum 

kepustakaan. Metode pendekatan normatif yang digunakan dalam 

penelitian ini berusaha menganalisis masalah dengan mengkaji 

peraturan perundang-undangan dan pembatasan hukum yang 

berlaku saat ini. Penelitian ini dilaksanakan guna mendapatkan 

berbagai teori, berbagai konsep, asas hukum serta peraturan hukum 

yang berkesinambungan dengan inti bahasan. Maka pendekatan 

penelitian ini sesuai dengan pendekatan berikut: 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan 

guna menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia 

terkait objek penelitian. Menggunakan pendekatan perundang- 

undangan supaya kita mengetahui bagaimana hukum Indonesia 

mengatur konsep RJ. 

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni pendekatan 

yang memberikan sudut pandang analisis terhadap penyelesaian 

permasalahan yang ditinjau dari aspek serta konsep-konsep 

hukum yang melatarbelakangi. 

c. Pendekatan kasus (case approach) dengan membangun 

argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang erat 

kaitannya dengan permasalahan yang terjadi saat ini. 

 

19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2003), hlm. 13. 
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Pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta 

jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi 

sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. 

3. Tahap Penelitian 

a. Tahap persiapan, pada tahap ini peneliti membuat planning 

untuk melakukan penelitian berupa tema penelitian, 

menentukan masalah yang akan dikaji dalam penelitian tersebut, 

dan menentukan judul. 

b. Tahap penelitian, kemudian dalam tahap ini peneliti melakukan 

pengumpulan data berdasarkan pada studi kepustakaan, dengan 

mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi 

dokumen atau studi literatur (studi pustaka) dengan sumber data 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder sebagai teknik pengumpulan data utama. Adapun 

perolehan data sekunder didapat dengan cara menelaah bahan-bahan 

hukum yang relevan melalui metode pengumpulan data penelitian 

kepustakaan (studi pustaka) yang terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berikut : 

a. Bahan hukum primer yang meliputi: UUD 1945 dan UU No. 8 

tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana, Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice. 

b. Bahan hukum sekunder yang meliputi: buku-buku hukum 

pidana Indonesia, artikel terkait dan berita kasus RJ, jurnal 

ilmiah dan khasanah ilmu hukum serta makalah dan sumber 

pustaka lainnya yang relevan dengan isu permasalahan. 
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c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : hasil wawancara 

terkait objek penelitian. 

5. Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

penelitian kepustakaan (studi pustaka) atau studi dokumen. Dalam 

penelitian ini, peneliti memanfaatkan data atau dokumen yang 

dihasilkan oleh pihak lain untuk kemudian diolah lebih lanjut. 

Adapun dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini 

adalah dokumen primer yang di dapat berdasarkan pada cerita dan 

pengalaman narasumber dalam suatu peristiwa, serta dokumen 

sekunder yang ditulis berdasarkan dari hasil laporan ataupun cerita 

orang lain. 

6. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, 

dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan masalah yang dikaji yang kemudian 

dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan 

hukum ataupun pisau analisa sebagai langkah untuk menemukan 

kesimpulan atau konklusi dalam penulisan penelitian ini. Adapun 

secara rinci, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara: 

a. Menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan rumusan permasalahan penelitian. 

b. Melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan rumusan 

permasalahan yang dibahas. 

7. Lokasi Penelitian 

 

Penulis akan melakukan penelitian di wilayah hukum Kota 

Sukabumi, tepatnya di Kejaksaan Kota Sukabumi yang 
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beralamatkan Jl. Perintis Kemerdekaan, Gunung Parang, Kec. 

Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Jadwal Penelitian 

 

 

No 

 

Nama Kegiatan 

Bulan 

06 07 08 

1 Penyusunan Proposal    

2 Seminar Proposal    

3 Penyusunan skripsi ( Bab II-III)    

4 Penyusunan skripsi ( Bab IV-V)   
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BAB V 

PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

 

Menurut penulis pendekatan restorative justice, seperti yang disebutkan 

sebelumnya, lebih berfokus pada menciptakan keadilan dan keseimbangan 

bagi pelaku dan korban. Untuk mencapai penyelesaian perkara pidana yang 

lebih adil dan seimbang bagi pihak pelaku dan korban, proses tata acara dan 

peradilan pidana yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan diubah 

menjadi proses perundingan dan mediasi. Dalam hal ini konsep restorative 

justice menganut konsep gabungan antara due process dan crime control, 

karena konsep ini memperhatikan asas presumption of innocent (crime 

control) bagi terdakwa dan memperhatikan hak asasi terdakwa sebagai 

manusia juga hak korban agar tidak disalahkan di mata hukum, namun tidak 

lupa memperhatikan efisiensi dalam menangani pelaku tindak pidana. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, 

maka diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

a. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan berdasarkan restorative 

justice merujuk kepada Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang 

Penyelesaian Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan persyaratan sesuai 

dengan pasal 5 Ayat (1) yaitu pelaku baru pertama kali melakukan tindak 

pidana, nilai kerugian yang di dapat di bawah Rp. 2.500.000,00, ancaman 

di bawah 5 (lima) tahun penjara. 
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b. Penerapan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana 

pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sudah dilaksanakan 

cukup baik ditandai sebanyak 5 (lima) kasus terhitung dari tahun 2021 

hingga 2023. Keberhasilan penerapan restorative justice dipengaruhi 

oleh keaktifan aparat penegak hukum, niat baik tersangka dan keikhlasan 

dari korban. Adapun tahapan penerapan restorative justice: pertama 

Upaya perdamaian. Dalam tahapan ini, penuntut umum berusaha untuk 

mengajak pelaku dan korban agar penyelesaian perkaranya dapat 

diselesaikan secara damai tanpa melalui jalur litigasi. Kedua, Proses 

Perdamaian dalam tahap ini penuntut umum sebagai fasilitator akan 

mendamaikan para pihak dengan cara memanggil pihak korban dan 

pihak tersangka, juga memanggil wali korban juga tokoh masyarakat 

baik dari pihak korban maupun tersangka. Ketiga, Pelaksanaan hasil 

perdamaian. Para pihak membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis 

di hadapan penuntut umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian dengan 

ganti rugi, maka pelaku diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya 

dengan memberikan ganti rugi kepada korban. Keempat, Pengajuan 

permohonan penghentian penuntutan secara berjenjang. Penuntut umum 

akan melaporkan hasil kesepakatan perdamaian kepada Kepala 

Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri 

Kota Sukabumi akan meminta persetujuan penghentian penuntutan 

berdasarkan restorative justice kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa 

Barat. Kelima Penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan. Jika 
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permohonan penghentian penuntutan disetujui oleh Kepala Kejaksaan 

Tinggi Jawa Barat, maka Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi 

menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan sehingga tersangka 

bebas tanpa perlu menjalani persidangan. 

2. SARAN 

 

a. Mengingat munculnya nilai kemanfaatan hukum seperti asa sederhana, 

cepat dan biaya ringan dari adanya pelaksanaan restorative justice dalam 

menyelesaikan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian maka 

sebaiknya pengaturan mengenai mekanisme restorative justice yang 

semula hanya diatur dalam Peraturan Kejaksaan dimasukkan ke dalam 

Undang-Undang khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana agar memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dan dapat 

diimplementasikan dengan baik. 

b. Diperlukan suatu pengawasan yang terpadu dari aparat penegak hukum 

khususnya kejaksaan terhadap pelaksanaan hasil dari penerapan 

restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana agar tersangka 

yang sudah dibebaskan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam 

pengawasannya dapat membentuk bidang khusus di internal kejaksaan 

yang bertugas mengawasi pelaksanaan restorative justice . 
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